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TENTANG 

TATA CA.RA PENGALOKASJAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH 
DAN RETRJBUSI DAERAll KEPADA DESA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BARITO UTA.RA, 

bahwa untuk mt"laksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) dan 
Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 
Tahun 2014 ten tang Desa sebagaimana telah beberapa kali 
diubah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 
Tahun 2019 tentang Pe.rubahan Kedua Atas Pera tu ran 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Dacrah Kepada Desa; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 lentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lcmbaran 
Ncgc1.ra Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor q) sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Repulilik lndonesi8 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Repulik Indonesia Nomor l 820) scbagaimarn-1 telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan DaCTah Tingkat II 
Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Da.rurat 
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pcmbc-ntukan Dacrnh Tingkat 
11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200J tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

ten tang 
Rcpublik 

Lembaran 



Menetapkan 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Rctribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tah un 20 15 ten tang Peru bahan Kerl ua A tas U ndang­
U ndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah 
bcbcrapa kali terakhir dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 
1 1 Tah un 20 19 ten tang Peru bahan Kerl ua A tas Pe raturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 4 l, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 6321); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tc1 mbahan u-mbaran 
Negara Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 
2016 tentang PembenLukan dan Susunan Perangkat Dae rah 
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Barilo Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tam bah an Lembaran 
Daerah Kabupaten Barilo Utara Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nnmor 4 Tahun 
2018 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah 
Tahun Anggaran 2019 {Lembaran Daerah Ka bu paten Bari to 
Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Barito Utara Nomor 4); 

l l. Peraturan Bupati Bari lo Utara Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat 
Daerah Kabupaten Barito Utara (Serita Danah Kabupaten 
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38); 

12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun :2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja 
Dacrah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten 
Bari lo Utara Tahun 2018 Nomor 33). 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN 
BAGIAN DARI HASIL PAJA}{ DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
KEPADA DESA. 



BAB I 
h:ETENTUAN UMUM 

Pasal I 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Dat>rah adalah Kabupaten Barito Utara. 

2. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Barito 
Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Barito Utara. 

4. Badan Pengelola Keuangan dan Asel selanjutnya disingkat 
BPKA adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Kabupaten Barito Utara. 

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asaJ usul, 
dan/atau hak tradicional yang diakui dan dihormati dalam 
sistema pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

6. Pemerintahan Dcsa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepcntingan masyarakat setempat 
dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

8. Badan Pennusyawaratan Desa selanjutnya d1singkat BPD 
adalah lembaga yang melaksanakan rungsi pemerintahan 
yang anggotanya me.rupakan wakil dari penduduk desa 
berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokrarti s. 

9. Dana Bagi Hasil Pajak Dae rah dan Retn busi Daerah yang 
selanjutnya disebut DBH Pajak Dacrah dan Retribusi 
Daerah adalah bagian dari hasil Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten 
Barito Utara dan diberikan kepada Pemerintah Desa di 
seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara. 

10. Anggaran Pt:ndapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Bclanja Daerah Kabupatan Barito Utara. 

BAB II 
ALOKASI DANA BA(i:I HASIL PAJAh: DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

Pasal2 
( l} Pemerintahan Daerah mengalokasikan bag1an dari hasil 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa paJing 
sedikit 10% {sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

(2) Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan kctentuan: 



a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi sccara me-rata 
kcpada seluruh Dcsa; dan 

b. 40'(',, fempat puluh per seratus) dibagi secara 
proporsional dari realisasi penerimaan Pajak Dacrah 
dan Retribusi Daerah dari Dcsa masing-masin~. 

(3) Alokasi DBH Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan 
Formula: 

'IO% DBH d~sa "" Re41J..,,1 l'en<'nmun P~1~k U3er3h don R~rr,bu.« 1)11..rah dnra <fern, X 40,11, 
Total P~n~riffl...1.dn p..a1.1k Dru.-ra.it du" ,,~rrJb1.1.cJ Du.rtruh dLJn .;,riluruh ,tr~a 

(4) Besaran Dana Bagi Hasi\ Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah kepada desa pada setiap tahun anggaran 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB Ill 
MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN 

DBI-I PA.JAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Bagi an Pe rtama 
Mckanisme Penyaluran 

Pasal 3 
(1) Penyaluran DBH Pajak Oaerah dan Retribusi Daerah 

dilakukan dengan cara pcmindah bukuan dari Rekening 
Kas Umum Dacrah kc Rckl'ning Kas Des:t. 

(2) Untuk mencairkan DBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pemerintah Desa terlebih dahulu menyusun 
Rcncana Pembangunan Jangka Mcnengah Desa 
[RP,JMDcs). Rencana Kerja Pemcrintah Desa (RKPDes), 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(APBDes) 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Perubahan (APBD-P) tahun berjalan. 

(3) Untuk proses pencairan DBH Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Kepala Desa mengajukan pcrmohonan pencairan 
DBH Pajak Daerah dan Ret.ribusi Dae-rah ke-pada Bupati 
melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
da n Desa Ka bu paten Bari to U tara dengan diketah ui 
Carnal. 

14) Atas dasar pennohonan Kepala Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Kepala Dinas Sosial 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito 
Ulara melakukan registrasi berkas pennohonan. 

(5) Setelah dilakukan registrasi scbagaimana dimaksud pada 
ayaL (4) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Barito mcneruskan permohonan 
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada 
Kepala BPM. 

(6) Kcpala BPKA menyalurkan DBI-I Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah langsung dari kas daerah ke rekening 
desa. 



Bagi an Kcd ua 
Pengawas,m Penggunaan Dana Be1ar1ja Bagi HasiJ Pajak 

Dat>rah 

Pasal 4 
Pengawasan terhadap Penggunaan I )HH Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah beserta kegi, Llan pelaksanaannya 
dilakuk.-1n me-lalui : 
a. Kepala Dinas Sosial Pemrx·rda va,c1n Masvarakat clan 

Desa Kabupaten Barito; 
b. Inspektorat Kabupaten Barito L ta ra; dan 
c. Camat. 

BAB IV 
~ETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada .an••gal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahu1nya, memerinca.hkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini d engan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupatcn Bari LO U tarn 

Ditetapk,rn di luara Teweh 
pada tanggal 26 November 201Q 

BUP.ATJ 8AR1T1J UTARA. 

I 

N~DALSYAH , 

Diundangkan di Muara Tewe-h 
pad a tanggal 2f> Novem be:-r 20 I q 

~-
1:i.t..Ki'L-\ iJA£fOU·f MBUPATtS.V BAR1'7tJ l..t'TAR:-\ 1.i-\h'Ui\' J\')l<) NOMOR .,'!-} 




